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ABSTRAKSI

Nama : TAUFIQ RAMADHAN
Nim : 201910110311045
Judul : Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan

Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil
Presiden-Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang KUHP Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat
Pembimbing : 1. Nu’man Aunuh, S.H., M. Hum
2. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I

Pemuatan kembali pasal penghinaan atau perbuatan menyerang kehormatan, harkat
dan martabat Presiden dan Wapres dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
justru menjadi polemik dan masalah serius, terutama dalam kaitanya dengan
kebebasan berekspresi dan berpendapat mengingat pasal penghinaan Presiden dan
Wapres dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 telah dinyatakan inkonstitusional oleh
MK, sehingga mendapatkan respon penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Tujuan penelitian untuk mengkaji mengenai pengaturan demokrasi dan kebebasan
berpendapat di Indonesia dan . prespektif kebebasan berpendapat terhadap delik
penghinaan tersebut. Rumusan masalahnya, bagaimana demokrasi dan kebebasan
berpendapat di Indonesia  dan 'bagaimana delik penghinaan/penyerangan
kehormatan/harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden menurut prespektif
kebebasan berpendapat. Metode menggunakan pendekatan yuridis normative
dengan menggunakan analisa dekspritif kualitatif dengan pendekatan konseptual
dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan secara ideologis dan
konstitusional, kebebasan berpendapat sangat selaras dengan sistem demokrasi dan
konsep negara hukum yang dianut Indonesia karena menjamin dan mengedepankan
hak ‘setiap warga negaranya untuk berekpresi dan berpendapat dalam bentuk
apapun. Dalam perkembangan pemerintahan, faktanya cukup banyak individu yang
dilaporkan atas pasal penghinaan terhadap Presiden sehingga antara norma dengan
praktik sangat berbeda. Kemudian delik tersebut dalam prespektif kebebasan
berpendapat pada prinsipnya jelas akan berpotensi disalahgunakan untuk
membatasi ruang gerak rakyat terutama bagi mereka yang protes dan Kritik
kebijakan pemerintah, mengingat pemerintah cenderung memaksa dan tendensius
dalam perumusan- pasal tersebut tanpa mempertimbangkan putusan MK yang
melarang rumusan pasal tersebut dimuat kembali serta tidak memiliki landasan
hukum yang kuat sehingga mengabaikan prinsip negara hukum dan nilai-nilai
demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Kesimpulanya delik penghinaan Presiden
dan Wapres membawa potensi resiko bagi rakyat, terutama bagi mereka yang
protes, mengkritik atau tidak sependapat dengan kebijakan maupun tindakan yang
dilakukan Presiden dan Wapres sebagai pemerintah.

Kata Kunci: Penghinaan, Presiden, Kebebasan Berpendapat.



ABSTRACT

Name . TAUFIQ RAMADHAN
Nim : 201910110311045
Title :  Review of Insults and Attacks on the Honor/Dignity and

Dignity of the President and/or Vice President in Law
Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code from the
Perspective of Freedom of Opinion
Supervisor : 1. Nu’man Aunuh, S.H., M. Hum
2. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I

The reloading of the article of insult or acts of attacking the honor, dignity and
dignity of the President and Vice President in Law Number 1 of 2023 concerning
the Criminal Code has actually become a polemic and a serious problem, especially
in relation to freedom of expression and opinion considering that the article on
insulting the President and Vice President in Law Number 1 of 1946 has been
declared unconstitutional by the Constitutional Court, thus receiving a rejection
response from various elements of society. The purpose of the research is to
examine the regulation of democracy and freedom of opinion in Indonesia and the
perspective of freedom of opinion on the insult offense. The formulation of the
problem is how democracy and freedom of opinion in Indonesia and how to
insult/attack  the honor/dignity and dignity of the President and Vice President
according to the perspective of freedom of opinion. The method uses a normative
juridical approach using qualitative descriptive analysis with conceptual and
legislative  approaches. The results of the study show that ideologically and
constitutionally, freedom of opinion is very much in line with the democratic
system and the concept of the rule of law adopted by Indonesia because it
guarantees and prioritizes the right of every citizen to express and express his
opinion in any form. In the development of the government, the fact is that quite a
lot of individuals have been reported for insulting the President so that the norms
and practices are very different. Then the delicacy in the perspective of freedom of
opinion in principle will clearly have the potential to be abused to limit the people's
movement space, especially for those who protest and criticize government
policies, considering that the government tends to be coercive and tendentious in
the formulation of the article without considering the Constitutional Court's
decision that prohibits the formulation of the article from being reloaded and does
not have a strong legal basis soas to ignore the principles of the state of law and
values democracy guaranteed by the Constitution. In conclusion, the insult of the
President and Vice President carries a potential risk to the people, especially for
those who protest, criticize or disagree with the policies and actions taken by the
President and Vice President as the government.

Keywords: Insult, President, Freedom of Opinion.
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